GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun
2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah
ditetapkan tarif layanan pada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
vang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan  Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan serta jenis dan besaran tarif layanan yang
berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 11 Tshun 2017 tentang Tarif Layanan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran DNegara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 {tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



10.

11.

12.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 915);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat
II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Pegawai Negeri
Sipil Golongan | dan Golongan II serta Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I,
Golongan 1I, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari
Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2012 Nomor 49);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);



Menetapkan :

17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif
Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun
2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4., Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas.

1'U]

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPSDMD, adalah Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD].



6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDMD,
adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD).

7. Pegjabat Pengelola Keuangan Daerah, vang selanjutnyva
disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagithan Badan Layanan Umum Daerah vyang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran

bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran vang mengurangi
ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau
jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum
Daerah.

10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa vang
diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk
imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan
untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit

layanan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah serta ditambahkan 1 (satu)
ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1} Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis
layanan pada BPSDMD.

(2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. layanan kediklatan; dan

b. layanan non kediklatan.

(3) Struktur, besaran, dan jenis layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2], adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



(4) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tarif layanannya
belum diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sambil menunggu penetapan Gubernur dapat
diatur berdasarkan kesepakatan para pihak vyang
dituangkan dalam bentuk perjanjian dan/atau ditetapkan
tarif sementara oleh Kepala BPSDMD atas persetujuan
tertulis Gubernur.

(5) Terhadap kegiatan diklat teknis dan/atau diklat fungsional
yang memerlukan kegiatan orientasi lapangan maka
perhitungan biaya dapat disesuaikan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Kepala BPSDMD bertanggung jawab terhadap hasil atau
akibat dari penetapan tarif sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), serta dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan PPKD sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Diantara Pasal © dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru

yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6A

(1) Pengguna jasa layanan dan/atau penjamin dapat
mengajukan keringanan dan/atau pembebasan tarif
layanan kepada Gubernur melalii Kepala BPSDMD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur dapat mengabulkan atau menolak pemberian
keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan.

(3) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal TA

(1) Pendapatan  hasil layanan pada BPSDMD  dapat
dimanfaatkan sebagai jasa, biaya, dan/atau bentuk-bentuk

lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPSDMD.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor
11), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 27



UBMNBUWEBISBIP ‘SUBI0 Jad e [ 000°00S°E isuatedwoy Josasy U | 0T
; ) T (NCded) 11e8aN wefeq UeqeiuLiauiag
ueBuWRISEIP ‘SUBIO 194 LIEH 9 L 000'00S" 4 uerelejaquad jexdueiad usunsniuad 1epid | 6
UBNBUWERISBIP ‘SBUBIO I2d LBy ¢ .rm__n_c.__uom.v N seyinaag uep isuajedwoy 1n | g
| ues[BWEJSEIp ‘BUBIO0 Jod _uEH J 000°Z¥T'T | z uep 1 woSarey II] uep ‘11 ‘T 10D SNdD Uereqeleid 18pid | 4
| 11 uep ‘11 1 "10D
ueyeWEISEIp ‘BUBIO 19d e €11 | 0009626 (SNdD 18eq 1seaSayuna], YepIa) SNdD Jeseq ueyned | 9
| ues{ewIRISEIp ‘SUBIO J3g weqd €0l | 000°000°0T B B Al 31, ueurdwrwaday] 1A | S
| uBxBWeIsep ‘SuBI0 19d UBH 86 000'000°'ZZ 11 L, veuiduriuraday 1R |+
ueyEWEISEIp ‘BUBIO 134 ueq 101 | 00019208 i 11 L veuwdurruodoy 1epid | €
UEBWERISBIP Yepn ‘Burlo L_M..H ey ¢ ] 000°'0S.L Al ‘¥ weutduruuaday] 1e[HI(] 811989 UO[BD ISHIPS | 7T
UBS[BUWEISEIP jepn ‘BuBlo 13d e ¢ 000°000°T 111 ¥, veurdwiwaday] yep{IQ B11983d Uo[B) ISHIPS | 1
B B ‘  NVLVDIAHEN NVNVAVT | V
B b e z I
NVVYNVSHVIdd (da)
NVONVIELAH ISvNOa NVNVAVT SINAL | ON

| JIHNV.L NVIVSHE

NVIVTES VAILVINONS ISNIAOHd

HVYAVA VISANVIN VAVA 3F9NNS NVONVENTONTd NVAVE NVNVAVT JIdVL

‘NVLVTHES VIHLVINNS ISNIAO¥d HVAIHEVA
VISANVIN VAVA JIENNS NVONVEINTIDNHd NVAVE
NYNVAVT AIIV.L DNVINHL ATOT NNHVL 1T dO0NON
ANNIHALIND NVANLVAAd SYLY NVHYHNEHd DNV.LNAHL
8102 NNHVL Lz JOWON

NVLVTES VIALVINNS dNNJHEND NVINLVIHEd NVHIdINYT




UBNBUIRISEID ‘BUBIO 194 ey ¢ 000" 00C°¢ sja, ueBuiquig | 97
- SCU ﬂ,mmd.mamg ISBAISSQO) d.m.mﬂm_u
UBHBUIBISEIP ‘BUBIO Iag LB 71 000°000°01 m (IN3Id) yesfereiAsep ueley2s2y ynniuad sunjer 18I | < 1
UBBUIBISEID “‘BUBIO 1o IBH g 000°00S"+ (WId) rex{eIeASB UBlRyasay] ynniuad Junjepr 1epid | $2
. (10) weSuede sEATISqO UBBUIP |
UBNBUWEISBID ‘BUBIO Iad e 71 000 006 MYy 2y [idureiay, jesyaul], jemeiad suelusp unv Iepiia | €z
UBNBUWERISEIp ‘Buelo 124 LIeH @ 000008 ¥ MUy 23 ndurera L EMME 1 yemelad suelusp Yy 18id | Z7
(10) mmmﬂm&mq ISBAIISO
UBNEWERISEIP ‘FUBIO 12d MeH €1 00000001 ueSusp Uy 93 pdurelsy, uepig Suelusp yiy 18Id | 17 |
| UBjBWEISBIP BUBIO 19d ey g 000°00S'¥ MYy 93 ndureray, uepig Sueluape yiy 18P | 02
(dr oog) ueduede] 1seAlasqO ueduap
 UBNBUIBISEID ‘BUBIO Jog uemyg ¢ 000°000° 1T UB]B[2g BISIEUWING ISUIA0L] YB[o3ag eredad] uore) 1eFId | 61
ueyBUIBISEID ‘BUelo Iag ueng ¢ 000°000°8 UBIE[2g BIABWNG ISUIA0I] UE[OX2§ Emﬂmx uoreD HEE:M =3
- 2 e JVAAMVVe | TS eS|
UBBLWIEBISEIP Hepn ‘Bueio 1og LeH ¢ 000 0071 BI9JEWING SUIAOI] (B]0H9] ﬂﬁaum Uo[eD 3B IS33[98 | Al
: N (10) ueSuedeT 1sBAIRSQO) |
 UBNBWEBISEIP ‘SUBIO 19 e T 000'006°01 ueSuop ueByESNEILMIY] UBBuequoBusd STUNSL, 1ePid | 91
UBNBUWERISEIP ‘BUBRIO J2J el / 000'006°C _ UBBBSNEBIIMIY Q.m.mcﬁﬂﬁumn@m SIuxal JePiid | ST
UBBUIBISEID nm.ﬂ.m.ﬂo I2d LUeH ¢ 000000+ | BSE[ UBD duereg ueepeduad 1ePId | ]
_ uesBuIBISEIp ‘BUBRIO I13d IR QT 000°SH8 L dr 081 Blod eleig Suoured 1s110d Iesed 18I | €1
| uesBwEISEIp ‘SuBI0 12d e 6 000°00S" 2 (LOW) Bunnay, fo yuswabouvpy 1ep(id | z1
UeNBWERISEID ‘BUBIO 19 ueH g 000°00S° . “ E:Eumﬁox 10828V JBP{IA | 1T
s Y e . -

- .H




UBY{BWIBISEIP ‘BUBIO 19 ey 4 [000°000°S T _ (dFoz) (LW) 4eww4g 42350l LOL VRl | bt |
UBBUWEISBIP ‘SUBIO 194 ~ uBH § 000°000°L | (rexjure(]) Uesexeqay] wepewad JeHIQ |
UBHBUWEISBIP ‘FuBlo Jod ueng G§°g 000°000°C1 (10) yelo3ag semeBuad uoe) 1eid | ot |
~ UeyBUWRISBIP ‘BUBIO 13d uemnyg ‘g 000 000°8] i (10 uoN) ye[oxag semeduad uoe) 18MId | 1+
UENBUIEISBIP Yepl ‘Suelo Jod MEH ¢ C00'00T' T yerosag semeduad uored Jepid IS}3[ES | O
_ UENEBURISEID ‘FuBl0 19g ~ WEH b 000°000°F [dr 0g) ueyequre], yejoxag e[edoy| uoe) 1BRIA | 6€
....... ueyEWEISBIP ‘SuBIO Iad MBH L | 000000 L _ | (dr 19) yBjodag semeduad uerengduad 1ePId | 8¢ |
UBNBIWEISBIP ‘SUBIO 13] WMeH L 000"00S" L [dr 124) yerosag eredoay uorep uerensuad 18RI | LE
UBYBUWEISEIP ‘BUBIO 1o ~ HBH 0l 000°000° 11 (TO) ereyepuag 1eP{Id | OF
UBYBWEISEIP ‘BUBIO0 I9d HEH 9 000'00&°S - (TO uoN] BIeyepuag 1BIA | SE
UeBWERISEIP ‘SuBIO 1ad uey ¢ 000000 % yeoxag ereday uore) Josasy LOL| be
UB{BWERISEIp ‘SuBIo Iad ey 71 000 000'ET 1ddur], yesidur], Suelusliog eremstelpip 1810 | €6
UBMBLWIEBISBIP ‘FURIO Iad IIeH gf 00000 €1 ~ yeduauay yexdul] Suelusliog eremsiedpiy 18RIA | 78
UBYBUWRISBID ‘BUBIO 124 LBH Of 000 00S +1 uenlue yexdur], Suelualiog viemsmedipip 1e¥{id | 1€
UBHBUIBISEID ‘BUBlo 134 UEH 9 000'00C 9 uejeqeleld rese( ueyne[Rd (LOL)2umd] fo bunuwd] | 0g
| Al uep [I[ yedBuLL |
UBNBUIBISEID ‘Buelo 1ag MBH 0T 000°00¢'8 ueurdwiuaday] 1 1Isulsqng (1LOL) 2umd] fo Bunumd] | 67
| UBMBWRISBID YEpn ‘BUelo Iog BH g | 000°000°1 ] - ueH g -
UBYBUIBISEID HBpn ‘SueBlo 1ag UEeH 1 000°00S el T -
B . ) doysyioy /reutiag | Qg
ININLIISUT UBD UBN B
| ‘Jedway yNseuLa] uelo 104 UeH I 000007,
ueyeu uep jedu ..
MNSBULY] WN[R] ‘BUBIO I8 | ey | 000°001 punoqing | L7
S . > (2 I




UeBUIBISBID ‘SUBIO I9g ey 01 -.cac.oc.m.m
UBSBIIERISBIP Yepr ‘BUBIO 13d ey 01 000°00S°S
Gmmmﬁmhmwmﬁ:ﬂmmm.ﬁ I2d MBH 6 | 000°008°S ) _
uesBUIRISEID Yepn ‘Burlo Jog EH 6 | 000°0L1°C |
...... UBNBWEISBIP ‘BUBIO0 19 ey g 000 00%°S
UENBWEISEIP Yepn ‘BUe0 Jag uey g 000708 B
UBNBUIBISBID ‘BUBIO I3 ey J ooo'000'S |
UBYEWEISBIP Yepn ‘BUBIO 1og uey /. 000°01S b
ueyEWEISEIP ‘JUBIO 13d LEH O 000°009't
_ UBMBWIRISEIP YEpN ‘BUBI0 Iad HEH 9 000081+
UBNBUIBISBID ‘BUBIO 194 LIBH C 000'00% +
ues[eweIseIp Yepn ‘Sueloday |  MEH G 000°0S8°E i
ueBUIRISBIP ‘BUBIO 134 eH + 000°00L'E
UBNBUWIBISEIP epn ‘Suelo 1o ey 000'0Z+'€ ure-[-ure [BuoisBuny uep siual, 1eEId | 0C
UBNBUEISEIP ‘BUBI0 19g ueH © 000°00% "+  wBepwadud 1ep(Id dOL | 6%
UeyeUreISeIp ‘UBIO Jod e ] 000°009°9 ugepuaduwiy 1ep{Id LOL | 8%
. ik ettt . ar |
UeyBWEIS'Ip ‘GUBIO 124 @ WNM 0g 00C' TIF 81 semeduad umeqer usepuwadwid 1epid | b
o (dl $b2) o
UENBUIBISBIP ‘BUBIO Iag eH /7 0SZ €08°61 Iojensunwpy uejeqe udepwadwid 1eid | 9y
1o i
UBS[BURISEIP ‘BUBIO 10d . wﬁm cz | 002'7e8 T , pureteld [dp pSepwadwid 1eRId | ob
S L2 e < r |




8uero 12d 000°00S ISE|nSuoy BSBL | €
LreH
0T rewnisyey | 000°000°21 Tesog e[y -
Lrey
9 rewtssie_ | 000°000°L yeSuaualy Bfexs -
ey
¢ ewissieW. | 000°000 093] B[eyS -
(Bunand ] asnop uf) ueyneRd eser19¥ed | ¢
sndeyiq | 1
NVIVTMIQHEY NON NVNVAVT| €
g e € z I




